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PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas publik,
transparansi publik, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah
Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner
sebanyak 250 sampel, namun yang dikembalikan hanya 241 sampel. Berdasarkan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Variabel akuntabilitas publik (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar
0,078. Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 5%. Maka
dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh
terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Medan.
2. Variabel transparansi publik (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar
0,001 dan nilai konstanta variabel tranparansi adalah 0,311 (bernilai
positif). Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 5%. Maka
dapat disimpulkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Medan. Hal ini
menunjukkan bahwa transparansii yang baik dapat meningkatkan
kinerja instansi pemerintah Kota Medan.
3. Variabel pengendalian internal (X3) memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,306. Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 5%.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota
Medan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini
menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji
kembali pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengendalian
internal dengan subjek yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan uji
koefisien nilai Adjusted R* sebesar 0,167 artinya bahwa variabel independen pada
penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7% dan sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil pengujian pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel
transparansi yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja
instansi pemerintah, sedangkan akuntabilitas dan pengendalian internal tidak
berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Terkait dengan survei yang
dilakukan oleh Media Survey Nasional (Median) mengenai penilaian masyarakat
Kota Medan, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa kinerja pemerintah
Kota Medan tidak memuaskan. Hal ini disebabkan karena ditemukannya masalah-
masalah yang terkait dengan praktik suap dan korupsi. Oleh karena itu, untuk
mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Medan perlu untuk meningkatkan
transparansi publik agar kinerja instansi pemerintah Kota Medan juga akan

semakin membaik dan menjadi lebih terpercaya.
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5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik,

transparansi publik, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi Kota

Medan, maka ada beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian, yaitu:

1.

Kesulitan dalam pengumpulan data karena beberapa kantor-kantor
OPD Kota Medan tidak mengerti menggunakan google form
sehingga kembali melakukan penyebaran kuesioner manual ke
beberapa OPD Kota Medan yang menyebabkan waktu yang
digunakan dalam pengumpulan data menjadi lebih lama dari waktu
yang diperkirakan.

Beberapa pegawai OPD tidak mengerti dan tidak dapat memahami
pertanyaan yang diberikan sehingga dalam pengisian kuesioner
jawaban yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan pendapat
responden yang sebenarnya.

Berdasarkan uji koefisien nilai Adjusted R? yang hanya sebesar 0,167
atau 16,7% yang berarti bahwa variabel independen pada penelitian
ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7%. Hal ini
berarti bahwa masih banyak variabel lain yang memengaruhi kinerja

instansi pemerintah.

5.3. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin

melakukan penelitian yang serupa sebaiknya dalam pembuatan kuesioner

menggunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami oleh responden. Selain
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itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain seperti
pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, budaya

organisasi, dan lain sebagainya untuk membuktikan konsistensi hasil penelitian.
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